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Abstrak

Penelitian ini menganalisis peluang dan tantangan dalam membangun ekosistem model bisnis
syariah di masjid melalui pendirian Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Dengan metode
deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bentuk usaha, kontribusi ekonomi, serta
hambatan legal, manajerial, dan sosial yang dihadapi pengelola BUMM. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa BUMM berpotensi menjadi motor pemberdayaan ekonomi umat melalui
penciptaan lapangan kerja, optimalisasi pengelolaan ZIS, peningkatan pendapatan masjid, serta
penguatan partisipasi masyarakat. Namun, pengembangannya masih terbatas oleh rendahnya
literasi bisnis syariah, kelemahan manajemen, requlasi yang belum mendukung, dan minimnya
kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas manajerial,
penguatan jejaring kelembagaan, serta literasi ekonomi syariah berbasis komunitas untuk
mewujudkan BUMM yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing dalam mendukung
ekonomi syariah nasional.

Kata kunci: bisnis syariah, masjid, Badan Usaha Milik Masjid, pemberdayaan ekonomi,
ekosistem ekonomi syariah.

Abstract
This study analyzes the opportunities and challenges in developing a sharia-based business
ecosystem at mosques through the establishment of Mosque-Owned Enterprises (BUMM).
Using a qualitative descriptive method, the research explores business models, economic
contributions, and legal, managerial, and social barriers faced by BUMM administrators. The
findings indicate that BUMM holds significant potential as a driver of community economic
empowerment by creating employment opportunities, optimizing ZIS (zakat, infaq, sadaqah)
management, increasing mosque income, and strengthening community engagement. However,
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its development remains constrained by limited sharia business literacy, managerial weaknesses,
insufficient requlatory support, and inadequate public trust. The study recommends enhancing
managerial capacity, strengthening institutional networks, and expanding community-based
sharia economic literacy to establish sustainable, competitive, and independent BUMM as
contributors to the national sharia economy.

Keywords: sharia business, mosque, Mosque-Owned Enterprises, economic empowerment,
sharia economic ecosystem.

PENDAHULUAN

Masjid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat Muslim. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi
sebagai pusat pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ini, masjid
dapat menjadi motor penggerak perekonomian lokal melalui pengembangan
Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Konsep bisnis syariah, yang berlandaskan
pada prinsip-prinsip Islam, sangat relevan untuk diterapkan di masjid. Bisnis
syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan
aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Menurut data dari Badan
Pusat Statistik (BPS) 2020, terdapat lebih dari 800.000 masjid di Indonesia, yang
memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi berbasis syariah.

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis peluang dan
tantangan dalam membangun ekosistem model bisnis syariah di masjid melalui
BUMM. Dengan memahami latar belakang dan konteks ini, diharapkan dapat
ditemukan solusi yang inovatif untuk mengoptimalkan peran masjid dalam
perekonomian masyarakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk
memberikan rekomendasi bagi pengelola masjid dalam mengembangkan
BUMM yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi umat.

BUMM merupakan entitas bisnis yang didirikan oleh masjid untuk
mengelola berbagai usaha yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi
jamaah dan masyarakat sekitar. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah,
"Apa saja peluang yang ada dalam membangun ekosistem model bisnis syariah
di masjid?" Peluang ini meliputi pengembangan usaha di sektor pendidikan,

kesehatan, dan perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya,
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beberapa masjid telah berhasil mendirikan sekolah dan klinik kesehatan yang
tidak hanya melayani jamaah tetapi juga masyarakat umum.

Namun, pembangunan ekosistem ini tidak terlepas dari tantangan.
Pertanyaan berikutnya adalah, "Apa tantangan yang dihadapi dalam
pengembangan BUMM?" Tantangan ini bisa berupa kurangnya pemahaman
tentang prinsip-prinsip bisnis syariah di kalangan pengurus masjid,
keterbatasan sumber daya, serta regulasi yang belum mendukung. Sebuah
studi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Syariah (LPES)
pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kurang dari 30% masjid yang memiliki
BUMM dapat bertahan dalam jangka waktu panjang, sehingga diperlukan
strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan ini.

Peran BUMM dalam konteks syariah sangat signifikan, karena tidak
hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai medium untuk
memperkuat ikatan sosial dan komunitas di sekitar masjid. Dengan adanya
BUMM, masjid dapat berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data dari BPS menunjukkan
bahwa sektor informal, di mana banyak BUMM beroperasi, menyerap lebih
dari 60% tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi besar BUMM
dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal.

Lebih lanjut, BUMM juga berperan dalam pengelolaan zakat, infak, dan
sedekah (ZIS) yang dapat digunakan untuk program-program sosial dan
pemberdayaan masyarakat. Menurut laporan DMI, masjid yang memiliki
BUMM dapat mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi ZIS, sehingga
memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian,
BUMM tidak hanya menjadi entitas bisnis, tetapi juga lembaga sosial yang
berkontribusi pada kesejahteraan umat.

Namun, tantangan yang dihadapi BUMM tidaklah sedikit. Banyak
masjid yang belum memahami sepenuhnya konsep dan pengelolaan BUMM,
sehingga potensi yang ada tidak dapat dimaksimalkan. Edukasi dan pelatihan
mengenai manajemen bisnis syariah perlu ditingkatkan agar pengurus masjid
dan masyarakat dapat memahami cara mengelola BUMM dengan baik. Oleh
karena itu, sinergi antara masjid, pemerintah, dan lembaga pendidikan sangat

penting untuk membangun kapasitas pengelola BUMM.
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Dengan pemahaman yang baik tentang BUMM, diharapkan masjid
dapat menjadi pusat ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan
dengan visi DMI untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban yang tidak
hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan
ekonomi dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

BUMM dapat hadir dalam berbagai bentuk usaha yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di sekitar masjid. Salah satu bentuk
yang paling umum adalah unit usaha retail, seperti toko sembako atau warung
makan. Unit usaha ini dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat
sekaligus memberikan lapangan kerja bagi warga setempat. Menurut data dari
DMI, beberapa masjid di Jakarta telah berhasil menjalankan unit usaha retail
yang mampu meningkatkan pendapatan masjid dan memberdayakan
masyarakat.

Selain unit usaha retail, BUMM juga dapat menawarkan layanan
pendidikan dan pelatihan. Program-program ini bisa berupa kursus
keterampilan, pelatihan kewirausahaan, atau pendidikan formal. Dengan
adanya layanan pendidikan, masjid dapat berperan dalam peningkatan kualitas
sumber daya manusia di komunitasnya. Sebagai contoh, beberapa masjid di
Yogyakarta telah menyelenggarakan pelatihan keterampilan menjahit dan
memasak yang diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga, sehingga mereka dapat
meningkatkan pendapatan keluarga.

Penyediaan layanan kesehatan juga merupakan bentuk BUMM yang
penting. Masjid dapat mendirikan klinik kesehatan atau menyediakan layanan
kesehatan gratis bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya membantu memenuhi
kebutuhan kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat peran masjid
sebagai pusat pelayanan sosial. Data dari Kementerian Kesehatan
menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan di daerah terpencil masih
rendah, sehingga kehadiran klinik yang dikelola oleh masjid dapat memberikan
solusi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Usaha pertanian dan peternakan juga dapat menjadi bentuk BUMM
yang menarik. Dengan memanfaatkan lahan di sekitar masjid, masyarakat
dapat diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertanian atau peternakan

yang berbasis syariah. Misalnya, beberapa masjid di Jawa Barat telah sukses
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mengembangkan usaha pertanian organik yang tidak hanya memberikan hasil
yang baik, tetapi juga mendidik masyarakat tentang pentingnya pola hidup
sehat dan keberlanjutan lingkungan.

Terakhir, investasi dan pengelolaan aset juga merupakan aspek penting
dari BUMM. Masjid dapat mengelola aset yang dimiliki, seperti tanah dan
bangunan, untuk menghasilkan pendapatan. Misalnya, dengan menyewakan
ruang untuk kegiatan bisnis atau acara, masjid dapat memperoleh pendapatan
tambahan yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan.
Menurut laporan MUI, pengelolaan aset yang baik dapat meningkatkan
keberlanjutan finansial masjid dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi

masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan
untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai ekosistem model
bisnis syariah di masjid. Metode ini dipilih karena mampu menangkap nuansa
dan dinamika yang terjadi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Masjid
(BUMM). Menurut Creswell (2014), penelitian deskriptif kualitatif
memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan
subjek secara rinci. Dalam konteks ini, peneliti akan berusaha memahami
bagaimana BUMM beroperasi, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang
ada untuk pengembangan lebih lanjut. Data yang diperoleh akan memberikan
wawasan mengenai praktik bisnis syariah di masjid, serta bagaimana praktik

tersebut dapat berkontribusi pada perekonomian lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak masjid di Indonesia yang telah mengembangkan berbagai jenis
usaha, mulai dari usaha makanan dan minuman, penyewaan ruang, hingga
penjualan produk-produk syariah. Misalnya, Masjid Al-Azhar di Jakarta
mengelola usaha katering yang tidak hanya menyediakan makanan untuk
acara-acara di masjid, tetapi juga menerima pesanan dari luar. Hal ini
memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masjid dan juga

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

EL MARJAN: Vol. 1, No. 1, Agustus 2025
64



Inovasi dalam Pengelolaan Usaha Inovasi menjadi kunci dalam
pengelolaan usaha BUMM untuk tetap relevan dan kompetitif. Salah satu
contoh inovasi adalah penerapan teknologi digital dalam pemasaran produk.
Beberapa BUMM telah memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce
untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Misalnya, BUMM Masjid Al-
Falah di Surabaya menggunakan aplikasi mobile untuk memudahkan jamaah
dalam memesan produk mereka. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan
penjualan tetapi juga memperkuat hubungan dengan komunitas. Sebuah studi
oleh Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menunjukkan bahwa penggunaan
teknologi digital dapat meningkatkan penjualan hingga 30% dalam satu tahun
(idEA, 2023).

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat BUMM memiliki peran yang
signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penciptaan
lapangan kerja dan peluang usaha, BUMM membantu mengurangi angka
pengangguran di sekitar masjid. Sebagai contoh, BUMM Masjid Al-Mujahidin
di Bandung berhasil menciptakan lebih dari 50 lapangan kerja melalui usaha
pengolahan makanan. Selain itu, BUMM juga memberikan pelatihan
keterampilan bagi masyarakat yang ingin berwirausaha, sehingga mereka
dapat mandiri secara ekonomi. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM
menunjukkan bahwa program pelatihan ini telah meningkatkan pendapatan
peserta pelatihan hingga 40% dalam waktu satu tahun (Kemenkop UKM, 2023).

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Masjid Dengan
adanya BUMM, partisipasi masyarakat dalam kegiatan masjid meningkat
secara signifikan. Kegiatan ekonomi yang dikelola oleh BUMM sering kali
melibatkan partisipasi aktif jamaah, baik sebagai konsumen maupun sebagai
pengelola. Misalnya, di Masjid Nurul Huda, program bazar yang dikelola oleh
BUMM melibatkan banyak anggota jamaah untuk berkontribusi dalam
penyediaan produk dan layanan. Hal ini tidak hanya meningkatkan
keterlibatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara jamaah.
Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat, 75% responden melaporkan bahwa mereka merasa lebih
terlibat dalam kegiatan masjid setelah adanya BUMM (LPPM, 2023).
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Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dampak ekonomi dari BUMM
sangat terasa di tingkat masyarakat. Dengan adanya usaha yang dikelola,
masyarakat sekitar mendapatkan pendapatan tambahan. Sebagai contoh,
BUMM Masjid Al-Hikmah di Yogyakarta berhasil meningkatkan pendapatan
masyarakat lokal melalui program kemitraan dengan pelaku usaha kecil.
Program ini memberikan akses kepada pelaku usaha kecil untuk menjual
produk mereka di pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan pendapatan
mereka. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan BUMM
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 20% di daerah yang
terlibat (Bank Indonesia, 2023).

Stimulasi Ekonomi Lokal BUMM juga berperan dalam merangsang
pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan mengutamakan produk-produk lokal dan
berkolaborasi dengan pelaku usaha lokal, BUMM membantu menciptakan
ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, BUMM Masjid Al-Barkah di
Jakarta mengadakan pasar mingguan yang hanya menjual produk lokal. Hal ini
tidak hanya memberikan pemasukan bagi BUMM, tetapi juga mendukung
pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitarnya. Menurut
laporan dari Asosiasi UKM Indonesia, pasar lokal yang dikelola oleh BUMM
dapat meningkatkan pendapatan UKM hingga 50% dalam satu tahun (Asosiasi
UKM Indonesia, 2023).

Sumber Pendapatan Masjid dari BUMM BUMM menjadi salah satu
sumber pendapatan utama bagi masjid. Pendapatan yang dihasilkan dari
usaha-usaha yang dikelola oleh BUMM dapat digunakan untuk membiayai
operasional masjid, seperti biaya pemeliharaan, gaji pengurus, dan kegiatan
sosial. Misalnya, BUMM Masjid Al-Furqan di Medan menyumbangkan lebih
dari 60% dari total pendapatan masjid melalui usaha pengelolaan toko kitab
dan penyewaan ruang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran BUMM
dalam mendukung keberlangsungan operasional masjid. Data dari
Kementerian Agama menunjukkan bahwa masjid yang memiliki BUMM
cenderung lebih mandiri secara finansial dibandingkan masjid tanpa BUMM
(Kemenag, 2023).

Penggunaan Dana untuk Pembangunan Masjid Selain untuk

operasional, pendapatan dari BUMM juga digunakan untuk pembangunan dan
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perbaikan masjid. Misalnya, BUMM Masjid Al-Mukhlisin di Semarang berhasil
mengumpulkan dana sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun, yang kemudian
digunakan untuk renovasi masjid dan pembangunan fasilitas baru seperti
ruang serbaguna. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas fasilitas masjid
tetapi juga menarik lebih banyak jamaah untuk berkunjung. Menurut laporan
dari Dewan Masjid Indonesia, masjid yang memiliki BUMM lebih mampu
melakukan pengembangan infrastruktur dibandingkan masjid yang tidak
memiliki (DMI, 2023).

Tantangan dalam Pengembangan BUMM
1. Aspek Legal dan Regulasi

Pengembangan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) di Indonesia tidak
lepas dari tantangan aspek legal dan regulasi. Kebijakan pemerintah yang
mengatur tentang pengelolaan masjid dan badan usaha syariah menjadi salah
satu faktor penting yang perlu diperhatikan. Menurut Peraturan Menteri
Agama No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid, masjid diharapkan dapat
berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat
pemberdayaan ekonomi umat. Namun, implementasi dari kebijakan ini
seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman dan sosialisasi kepada
pengurus masjid dan masyarakat (Kementerian Agama Republik Indonesia,
2019).

Proses perizinan usaha juga menjadi tantangan signifikan bagi BUMM.
Banyak pengurus masjid yang tidak familiar dengan prosedur perizinan yang
diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan usaha. Menurut data dari
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sekitar 60% usaha kecil dan
menengah di Indonesia mengalami kendala dalam mendapatkan izin usaha
yang sah (BKPM, 2021). Hal ini mengakibatkan banyak BUMM yang beroperasi
tanpa izin, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Selain itu, regulasi yang ada seringkali tidak memadai untuk
mendukung model bisnis syariah yang ingin dikembangkan oleh BUMM.
Misalnya, banyak produk dan layanan yang ingin ditawarkan oleh BUMM
tidak memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga menyulitkan dalam hal
pengembangan dan pemasaran. Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga

Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa 75%
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BUMM merasa terhambat oleh regulasi yang tidak mendukung (LPE Syariah,
2022).

Di sisi lain, ada juga tantangan dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip syariah. BUMM harus memastikan bahwa semua aspek operasionalnya
sesuai dengan hukum Islam, yang seringkali memerlukan pemahaman
mendalam tentang figh muamalah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi
pengurus yang mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang
memadai. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan bagi pengurus BUMM
sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip
syariah.

Secara keseluruhan, tantangan dalam aspek legal dan regulasi ini
memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan organisasi terkait.
Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan
masyarakat untuk menciptakan kerangka regulasi yang mendukung

pengembangan BUMM yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Manajemen dan Sumber Daya

Tantangan berikutnya dalam pengembangan BUMM adalah aspek
manajemen dan sumber daya. Keterbatasan manajerial sering kali menjadi
penghambat utama bagi keberhasilan BUMM. Banyak pengurus masjid yang
memiliki niat baik namun kurang memiliki kemampuan manajerial yang
memadai untuk menjalankan usaha. Sebuah penelitian oleh Asosiasi Pengusaha
Muslim Indonesia (APMI) menunjukkan bahwa 70% BUMM tidak memiliki
manajer yang terlatih dalam bidang bisnis (APMI, 2023). Hal ini berdampak
pada efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang kurang tepat.

Pengelolaan keuangan juga menjadi tantangan signifikan bagi BUMM.
Banyak pengurus masjid yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang
manajemen keuangan, sehingga sulit untuk mengelola arus kas dan laporan
keuangan dengan baik. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
sekitar 80% usaha mikro dan kecil di Indonesia mengalami kesulitan dalam
mengelola keuangan mereka (OJK, 2022). Keterbatasan ini dapat
mengakibatkan penggunaan dana yang tidak efisien dan berpotensi

menyebabkan kerugian.
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Dalam konteks ini, penting bagi BUMM untuk melakukan pelatihan dan
pengembangan kapasitas bagi pengurus dan stafnya. Program pelatihan yang
berfokus pada manajemen bisnis dan keuangan syariah dapat membantu
meningkatkan kemampuan manajerial dan pengelolaan keuangan BUMM.
Beberapa lembaga, seperti Yayasan Dompet Dhuafa, telah mulai
mengimplementasikan program pelatihan yang ditujukan untuk pengurus
BUMM, dan hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan
usaha mereka (Dompet Dhuafa, 2023).

Selain itu, tantangan dalam hal sumber daya manusia juga perlu
diperhatikan. Banyak BUMM yang kesulitan dalam merekrut tenaga kerja yang
kompeten dan memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah. Hal ini
menyebabkan ketidakstabilan dalam operasional dan kualitas layanan yang
ditawarkan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan program kemitraan
dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan
memahami aspek syariah.

Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan manajemen dan sumber
daya, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup pelatihan,
pengembangan kapasitas, dan kemitraan strategis. Hanya dengan cara ini,
BUMM dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan dalam mendukung

ekonomi umat.

3. Kesadaran dan Penerimaan Masyarakat

Kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan BUMM
juga menjadi tantangan yang signifikan. Persepsi masyarakat tentang BUMM
seringkali dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan pemahaman tentang
tujuan serta manfaat dari badan usaha ini. Menurut survei yang dilakukan oleh
Lembaga Survei Indonesia (LSI), hanya 40% masyarakat yang mengetahui
tentang keberadaan BUMM dan fungsinya dalam pemberdayaan ekonomi
umat (LSI, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya upaya sosialisasi yang lebih
intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Tantangan lain yang dihadapi adalah stigma negatif yang mungkin
muncul di masyarakat terkait dengan pengelolaan dana masjid. Beberapa orang
mungkin merasa skeptis terhadap transparansi dan akuntabilitas BUMM, yang

dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam mendukung usaha tersebut.
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Untuk mengatasi hal ini, BUMM perlu menerapkan prinsip-prinsip
transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta melakukan laporan keuangan
secara berkala kepada jamaah.

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap BUMM juga merupakan
langkah penting dalam meningkatkan penerimaan. Salah satu cara yang dapat
dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan pengelolaan usaha. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan rasa
memiliki, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk
berkontribusi secara langsung dalam pengembangan ekonomi di masjid.

Contoh kasus yang relevan adalah BUMM yang berhasil
mengembangkan program pemberdayaan ekonomi di masjid, seperti pelatihan
keterampilan dan penyediaan modal usaha bagi anggota jamaah. Program-
program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi peserta, tetapi
juga membantu membangun citra positif BUMM di mata masyarakat (Majalah
Ekonomi Syariah, 2023).

Dengan demikian, untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan
masyarakat terhadap BUMM, diperlukan strategi yang melibatkan komunikasi
yang efektif, transparansi dalam pengelolaan, serta partisipasi aktif masyarakat.
Hanya dengan cara ini, BUMM dapat berfungsi secara optimal dalam
memberdayakan ekonomi umat dan mencapai tujuan yang diharapkan.#
Membangun Ekosistem Model Bisnis Syariah di Masjid: Analisis Peluang dan
Tantangan Badan Usaha Milik Masjid

Analisis Keberadaan BUMM dalam Konteks Ekosistem Bisnis Syariah
A. Studi Kasus BUMM yang Sukses

Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) telah menjadi salah satu alternatif
dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Contoh yang
menonjol dari keberhasilan BUMM dapat dilihat pada Masjid Agung Al-Azhar
di Jakarta, yang mengelola berbagai usaha, seperti restoran, toko buku, dan
pusat kegiatan sosial. Dalam laporan tahunan masjid tersebut, tercatat bahwa
pendapatan dari BUMM mencapai Rp 5 miliar per tahun, yang tidak hanya
digunakan untuk operasional masjid tetapi juga untuk program sosial dan

pendidikan bagi masyarakat sekitar (Al-Azhar, 2022).
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Faktor keberhasilan BUMM seperti yang terdapat di Masjid Agung Al-
Azhar tidak terlepas dari manajemen yang profesional serta dukungan
komunitas yang kuat. Tim manajemen BUMM tersebut terdiri dari individu-
individu yang memiliki latar belakang di bidang bisnis dan keuangan, sehingga
mampu merumuskan strategi yang tepat untuk mengelola usaha. Selain itu,
keterlibatan jamaah dalam pengelolaan BUMM juga meningkatkan rasa
memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan usaha tersebut
(Yusuf, 2021).

Contoh lain yang patut dicontoh adalah BUMM Masjid Raya Bintaro,
yang fokus pada pengembangan wusaha pertanian organik. Dengan
memanfaatkan lahan kosong di sekitar masjid, BUMM ini berhasil
memproduksi sayuran organik yang kemudian dijual ke masyarakat lokal.
Hasil dari usaha ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga
memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat dengan
menyediakan produk pangan yang sehat dan berkualitas (Bintaro, 2023).

Statistik menunjukkan bahwa BUMM yang dikelola dengan baik dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal. Menurut
data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, kontribusi sektor usaha mikro
dan kecil, termasuk yang dikelola oleh BUMM, terhadap PDB nasional
mencapai 61,07%. Hal ini menunjukkan potensi besar BUMM dalam
memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal dan nasional (BPS, 2022).

Dalam konteks syariah, BUMM juga berperan penting dalam
mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan
keberlanjutan. Dengan mengedepankan nilai-nilai tersebut, BUMM tidak hanya
berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang
memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masjid
untuk terus mengembangkan model bisnis syariah yang inovatif dan
berkelanjutan (MUI, 2023).

Rekomendasi untuk Pengembangan BUMM
A. Strategi Peningkatan Kapasitas Manajerial

Peningkatan kapasitas manajerial merupakan langkah krusial dalam
pengembangan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Manajer BUMM perlu

dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai agar mampu
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mengelola usaha dengan baik. Berdasarkan data dari Asosiasi Pengusaha
Muslim Indonesia (APMI), sekitar 60% pengusaha syariah di Indonesia
mengaku kurang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai manajemen
bisnis syariah (APMI, 2022). Oleh karena itu, program pelatihan dan workshop
mengenai manajemen bisnis syariah sangat diperlukan untuk meningkatkan
keterampilan manajerial.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggandeng
lembaga pendidikan tinggi yang memiliki program studi manajemen syariah.
Misalnya, Universitas Islam Indonesia (UIl) telah mengembangkan program
pelatihan yang fokus pada manajemen bisnis syariah dan telah melibatkan
banyak BUMM dalam kegiatan tersebut. Dengan adanya kolaborasi ini,
diharapkan pengelola BUMM dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam
praktik sehari-hari.

Selain itu, pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi
juga sangat penting. Sistem ini akan memudahkan pengelola dalam melakukan
monitoring dan evaluasi kinerja usaha. Menurut laporan dari Bank Indonesia,
penggunaan teknologi informasi dalam manajemen bisnis syariah dapat
meningkatkan efisiensi operasional hingga 30% (Bank Indonesia, 2023). Oleh
karena itu, investasi dalam teknologi informasi harus menjadi prioritas bagi
BUMM.

Dari sisi kebijakan, pemerintah juga perlu memberikan dukungan dalam
bentuk insentif bagi BUMM yang berinvestasi dalam peningkatan kapasitas
manajerial. Misalnya, memberikan keringanan pajak atau akses pembiayaan
yang lebih mudah bagi BUMM yang mengikuti program pelatihan manajemen.
Dengan adanya dukungan ini, diharapkan BUMM dapat beroperasi lebih
profesional dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, strategi peningkatan kapasitas manajerial harus
menjadi fokus utama dalam pengembangan BUMM. Dengan manajer yang
terampil dan berpengetahuan, BUMM akan mampu bersaing dan berkontribusi

lebih besar terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

B. Penguatan Jaringan dan Kerjasama
Penguatan jaringan dan kerjasama merupakan aspek penting dalam

pengembangan BUMM. Dalam konteks bisnis syariah, kolaborasi dengan
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berbagai pihak dapat membuka peluang baru dan memperkuat posisi BUMM
di pasar. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 70% BUMN dan
BUMD yang sukses memiliki jaringan kerjasama yang kuat dengan pihak lain
(OJK, 2023). Oleh karena itu, BUMM perlu aktif membangun jaringan dengan
berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan
organisasi masyarakat.

Salah satu contoh keberhasilan jaringan kerjasama dapat dilihat dari
BUMM Masjid Al-Falah di Jakarta. Masjid ini berhasil menjalin kerjasama
dengan beberapa lembaga keuangan syariah untuk pendanaan usaha mereka.
Hasilnya, BUMM ini mampu meningkatkan omzet hingga 50% dalam satu
tahun. Kerjasama seperti ini tidak hanya memberikan akses pendanaan, tetapi
juga membuka peluang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam
menjalankan usaha.

Selain itu, BUMM juga perlu membangun kerjasama dengan komunitas
lokal. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha dapat meningkatkan
rasa kepemilikan dan dukungan terhadap BUMM. Misalnya, BUMM di Masjid
Al-Ikhlas di Bandung melibatkan anggota masyarakat dalam pengelolaan toko
syariah mereka. Dengan melibatkan masyarakat, BUMM ini berhasil
menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi dan meningkatkan pendapatan.

Penguatan jaringan juga dapat dilakukan melalui partisipasi dalam
forum-forum bisnis syariah. Forum seperti ini memberikan kesempatan bagi
BUMM untuk bertukar informasi dan pengalaman, serta menjalin kerjasama
dengan pengusaha lain. Misalnya, Forum Ekonomi Syariah yang diadakan oleh
MUI seringkali menjadi ajang bagi pengusaha syariah untuk berkolaborasi dan
berbagi strategi bisnis yang sukses.

Secara keseluruhan, penguatan jaringan dan kerjasama harus menjadi
prioritas bagi BUMM. Dengan membangun hubungan yang kuat dengan
berbagai pihak, BUMM tidak hanya dapat meningkatkan daya saing, tetapi

juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah yang lebih luas.

C. Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah di Masyarakat
Peningkatan literasi ekonomi syariah di masyarakat merupakan langkah
penting dalam mendukung pengembangan BUMM. Masyarakat yang

memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah akan lebih mudah mengakses dan
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memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh BUMM. Menurut survei yang
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hanya sekitar 30% masyarakat
Indonesia yang memahami konsep ekonomi syariah (BPS, 2023). Oleh karena
itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai ekonomi syariah harus ditingkatkan.

Program literasi ekonomi syariah dapat dilakukan melalui berbagai cara,
seperti seminar, workshop, dan pelatihan. Misalnya, BUMM di Masjid Nurul
Huda di Surabaya telah mengadakan program pelatihan bagi masyarakat
mengenai pengelolaan keuangan berbasis syariah. Program ini tidak hanya
memberikan pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis dalam mengelola
keuangan pribadi dan usaha. Hasilnya, banyak peserta yang kemudian
memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk memulai usaha kecil mereka.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan juga sangat penting.
BUMM dapat menjalin kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk
menyelenggarakan ~ program  literasi  ekonomi  syariah. @ Dengan
mengintegrasikan materi ekonomi syariah ke dalam kurikulum pendidikan,
diharapkan generasi muda akan lebih memahami dan mengaplikasikan
prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk
meningkatkan literasi ekonomi syariah. Dengan memanfaatkan platform
digital, BUMM dapat menyebarkan informasi dan pengetahuan mengenai
ekonomi syariah secara luas. Misalnya, melalui video edukasi atau artikel yang
menjelaskan konsep-konsep dasar ekonomi syariah, masyarakat dapat lebih
mudah memahami dan mengakses informasi tersebut.

Secara keseluruhan, peningkatan literasi ekonomi syariah di masyarakat
harus menjadi fokus dalam pengembangan BUMM. Dengan masyarakat yang
lebih teredukasi, BUMM akan memiliki basis pelanggan yang lebih kuat dan
berpotensi untuk berkembang lebih baik.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah diidentifikasi berbagai peluang dan tantangan
dalam pembangunan ekosistem model bisnis syariah di masjid, khususnya
melalui Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Salah satu temuan utama adalah
bahwa BUMM memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi terhadap
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ekonomi lokal dan pengembangan komunitas. Sebagai contoh, data dari Badan
Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi sektor ekonomi syariah
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 9,88% pada tahun
2021, dengan proyeksi pertumbuhan yang terus meningkat di tahun-tahun
mendatang (BPS, 2022).

Namun, meskipun ada peluang yang besar, tantangan yang dihadapi
BUMM tidak bisa diabaikan. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi
meliputi kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan
pengelola BUMM, keterbatasan dalam akses pembiayaan syariah, dan
kurangnya dukungan dari komunitas. Menurut laporan Bank Indonesia (2022),
hanya sekitar 20% dari total masjid di Indonesia yang memiliki badan usaha
yang terdaftar dan beroperasi secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya
kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan
pengelola BUMM.

Implikasi dari temuan ini sangat signifikan bagi pengembangan BUMM
dan ekonomi syariah secara keseluruhan. Pertama, pentingnya pendidikan dan
pelatihan bagi pengelola BUMM harus menjadi prioritas. Program-program
pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-
prinsip syariah dan manajemen bisnis dapat membantu mengatasi tantangan
yang ada. Sebagai contoh, beberapa lembaga seperti Dewan Syariah Nasional
(DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah meluncurkan program
pelatihan yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola
BUMM (MU, 2023).

Kedua, akses terhadap pembiayaan syariah juga perlu diperluas. Bank-
bank syariah dan lembaga keuangan lainnya perlu berkolaborasi dengan
BUMM untuk menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan
kebutuhan mereka. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
pembiayaan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan,
mencapai 20,6% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi
yang besar untuk meningkatkan pembiayaan bagi BUMM jika kolaborasi yang
tepat dapat dibangun (OJK, 2022).

Ketiga, dukungan komunitas sangat penting dalam keberhasilan BUMM.

Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan dan pengembangan
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usaha yang dijalankan oleh BUMM. Keterlibatan ini tidak hanya akan
meningkatkan rasa memiliki, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam mendukung kegiatan BUMM. Sebagai contoh, masjid-masjid
yang berhasil mengelola usaha dengan melibatkan masyarakat, seperti masjid
Al-Azhar di Jakarta, menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik dapat
menghasilkan dampak positif yang besar bagi komunitas (Sari, 2023).

Melihat ke depan, harapan untuk ekosistem bisnis syariah di masjid
sangat optimis. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik
pemerintah, lembaga keuangan, maupun masyarakat, BUMM dapat
berkembang menjadi motor penggerak ekonomi syariah di tingkat lokal. Di
Indonesia, terdapat lebih dari 800.000 masjid yang dapat berfungsi sebagai
pusat ekonomi syariah, jika dikelola dengan baik, dapat menciptakan lapangan
kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Agama RI,
2023).

Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan efisiensi operasional BUMM. Penggunaan platform digital untuk
pemasaran dan penjualan produk dapat membantu BUMM menjangkau pasar
yang lebih luas. Dalam era digital ini, BUMM yang mampu beradaptasi dengan
teknologi akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebagai
contoh, penggunaan aplikasi e-commerce oleh beberapa BUMM  telah
menunjukkan peningkatan penjualan yang signifikan, terutama di kalangan
generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi (Nugroho, 2023).

Akhirnya, harapan untuk masa depan ekosistem bisnis syariah di masjid
juga bergantung pada penguatan kerjasama antar BUMM di tingkat regional.
Dengan membangun jaringan dan kolaborasi antar BUMM, mereka dapat
saling berbagi pengalaman dan sumber daya, sehingga dapat menciptakan
sinergi yang lebih baik dalam pengembangan usaha. Oleh karena itu, penting
untuk menciptakan forum atau asosiasi BUMM yang dapat menjadi wadah

bagi pengelola BUMM untuk berdiskusi dan berkolaborasi.
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